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ABSTRACT

Persecution of new students on campus is a problem that requires serious
attention, especially from the perspective of Islamic Criminal Law and Human
Rights. Bullying behaviour has a negative impact on individuals, involving
physical, psychological, and social aspects that affect the academic
development of new students. The research method used is empirical juridical
research, otherwise known as field research, which aims to explore the
applicable legal provisions and the reality that occurs in society by processing
primary data in the field carried out after secondary data research. Theoretical
foundations from experts and official guidelines such as laws and regulations
constitute secondary data and prime data is obtained through field research
with interviews. Persecution of new students on campus demands serious
attention from the perspective of Islamic Criminal Law, human rights, and
social justice. Prevention, such as prohibition of harmful orientation, close
monitoring, sanctions, and character education, are important to create a safe
campus environment. Implementation of character education and enforcement
of penalties according to the classification of criminal offences are necessary.
The need for serious and comprehensive efforts in handling and preventing
violence in higher education is essential so that new students feel safe during
their studies and the strengthening of campus policies and cross-sectoral
cooperation to prevent the occurrence of maltreatment or other violence in
Higher Education Institutions. The prevention of abuse is a moral
responsibility in accordance with the principles of human values and the law in
educational institutions. Measures such as the prohibition of harmful
orientation, close monitoring, academic sanctions, and character education
must be effectively implemented to create a safe and inclusive campus
environment to ensure the basic rights of every individual.

Penganiayaan terhadap mahasiswa baru di kampus merupakan masalah yang
memerlukan perhatian serius, Khususnya dari sudut pandang Hukum Pidana
Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Perilaku perundungan memiliki dampak
negatif pada individu, melibatkan aspek fisik, psikologis, dan sosial yang
mempengaruhi perkembangan akademis mahasiswa baru. Metode Penelitian
yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris, atau yang dikenal sebagai
penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengeksplorasi ketentuan hukum
yang berlaku dan realitas yang terjadi di masyarakat dengan pengolahan data
primer di lapangan dilaksanakan setelah penelitian data sekunde. Landasan
teoritis dari para ahli dan panduan resmi seperti undang-undang dan peraturan
merupakan data sekunder dan data prime didapatkan melalui penelitian
lapangan dengan wawancara. Penganiayaan terhadap mahasiswa baru di
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kampus menuntut perhatian serius dari perspektif Hukum Pidana Islam, HAM,
dan keadilan sosial. Pencegahan, seperti larangan orientasi merugikan,
pemantauan ketat, sanksi, dan pendidikan karakter, penting untuk menciptakan
lingkungan kampus yang aman. Implementasi pendidikan karakter dan
penegakan hukuman sesuai klasifikasi tindak pidana diperlukan. Perlunya
upaya serius dan komprehensif dalam penanganan dan pencegahan kekerasan
di pendidikan tinggi sangat penting agar mahasiswa baru merasa aman selama
masa studi dan penguatan kebijakan kampus serta kerjasama lintas sektoral
untuk mencegah terjainya penganiayaan atau kekerasaan lainnya di Lembaga
Pendidikan Perguruan Tinggi. Pencegahan penganiayaan adalah tanggung
jawab moral yang sesuai dengan prinsip nilai kemanusiaan dan hukum dalam
lembaga pendidikan. Langkah-langkah seperti larangan orientasi merugikan,
pemantauan ketat, sanksi akademik, dan pendidikan karakter harus diterapkan
secara efektif untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman inklusif agar
terjaminnya hak-hak dasar setiap individu.

Kata Kunci: Penganiayaan Mahasiswa, Ospek Kampus, Hak Asasi Manusia,
Pidana Islam.

A. PENDAHULUAN

Suatu institusi atau perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri, memiliki
tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi mahasiswa baru. Selain
memberikan orientasi akademik, langkah-langkah penerimaan mahasiswa harus
memastikan perlindungan dari potensi ancaman, termasuk penganiayaan (Ardiansyah et
al., 2023). Implementasi budaya akademik, seperti orientasi akademik, tidak hanya
bersifat edukatif tetapi juga menjadi langkah awal dalam mencegah dan menanggulangi
masalah serius seperti penganiayaan.

Penganiayaan terhadap mahasiswa baru di kampus merupakan masalah yang
memerlukan perhatian serius (Mangaria et al., 2023). Khususnya dari sudut pandang
Hukum Pidana Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM), selain memastikan bahwa seluruh
tindakan sejalan dengan prinsip keadilan Islam dan hak asasi manusia, institusi dan
universitas juga harus memastikan pelaksanaan orientasi akademik berjalan dengan
baik.

Menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif merupakan tanggung
jawab tidak hanya dari segi akademis, tetapi juga dalam menjamin hak-hak dasar setiap
individu (Restri et al., 2023). Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan
penganiayaan terhadap mahasiswa baru bukan hanya tugas moral, melainkan juga
sejalan dengan prinsip nilai kemanusiaan dan hukum yang dijunjung tinggi oleh
lembaga pendidikan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penganiayaan terhadap mahasiswa
baru disaat pelaksanaan Ospek bukanlah kejadian yang langka. Beberapa kasus
kekerasan fisik, intimidasi, dan pelecehan verbal terhadap mahasiswa baru telah
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menjadi perhatian utama di berbagai kampus (Ningrum, 2018). Hal ini tidak hanya
merugikan korban langsung, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak kondusif
untuk perkembangan akademis dan pribadi mahasiswa.

Dugaan penganiayaan terhadap mahasiswa baru oleh mahasiswa senior di kampus
sering terjadi, seperti yang terjadi di Universitas Taulaka Palu dan STIP Marunda
Jakarta. Untuk mencegah kekerasan, langkah-langkah seperti melarang kegiatan
orientasi studi, memberlakukan pemantauan ketat, menerapkan sanksi akademik, dan
mengintegrasikan pendidikan karakter perlu diimplementasikan. Peraturan yang tegas
dari perguruan tinggi juga sangat penting untuk mencegah tindakan kekerasan di
lingkungan kampus.

Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan berkembang tanpa takut terhadap
ancaman atau kekerasan (Awaru & Ahmad, 2023). Penganiayaan terhadap mahasiswa
baru merupakan pelanggaran terhadap hak ini, yang seharusnya dijamin oleh norma-
norma ham baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh Kkarena itu,
perlindungan mahasiswa baru dari segala bentuk penganiayaan menjadi suatu keharusan
dalam konteks penegakan ham di lingkungan kampus.

Hukum Pidana Islam, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan sosial
diutamakan. Penganiayaan terhadap mahasiswa baru, terutama kekerasan seksual di
kampus, melanggar prinsip keadilan Islam. Otoritas kampus dan masyarakat memiliki
tanggung jawab bersama dalam mencegah dan menghukum pelaku kekerasan
(Simbolon et al., 2022). Pentingnya inisiatif pendidikan karakter dari tingkat dasar
hingga perguruan tinggi terkait dengan pencegahan kekerasan di kampus membutuhkan
pengembangan karakter yang komprehensif di semua jenjang pendidikan (Mangaria et
al., 2023).

Mayoritas korban kekerasan seksual di kampus menunjukkan urgensi penanganan
serius terhadap masalah ini, karena mahasiswa baru termasuk kelompok yang rentan
terhadap kekerasan seksual (Simbolon et al.,, 2022). Dengan demikian, upaya
pencegahan dan penegakan hukuman dalam konteks HAM dan Hukum Pidana Islam
menjadi sangat relevan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan adil bagi
seluruh mahasiswa (Musyafaah et al., 2022).

Pelaku kekerasan tidak terbatas pada golongan tertentu, melibatkan semua lapisan
masyarakat. Potensi kekerasan seksual berasal dari kurangnya internalisasi moral, yang
menciptakan hati nurani yang tumpul (conscientia actus). Untuk mengatasi risiko ini,
perlu upaya antisipasi dan menjauhkan perilaku kekerasan seksual dari mantan pelaku,
pelaku, dan calon pelaku (Aida, 2022).

Perilaku perundungan memiliki dampak negatif pada individu, melibatkan aspek
fisik, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi perkembangan mereka. Dalam
interaksi antar mahasiswa, sering terjadi ketidakseimbangan kekuasaan, di mana
mahasiswa/i senior merasa lebih berkuasa dan mengeksploitasi mahasiswa/i junior yang
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merasa tidak berdaya. Dampak perundungan mencakup gangguan psikologis seperti
ketidaknyamanan, ketakutan, dan rasa rendah diri, serta potensi penyesuaian sosial yang
buruk hingga mungkin memicu keinginan untuk bunuh diri (Asnawi, 2019).

Dengan fokus pada unsur hukum pidana Islam dan hak asasi manusia, penelitian
ini menyelidiki penerapan hukuman pidana bagi mahasiswa yang melakukan
penganiayaan terhadap mahasiswa baru di kampus. Dengan mempertimbangkan unsur-
unsur hukum pidana Islam dan hak asasi manusia, tujuannya adalah untuk menguraikan
bagaimana hukuman pidana diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang relevan.

.METODE

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah yuridis empiris
(Arikunto, 2012). Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, atau yang
dikenal sebagai penelitian lapangan, yang bertujuan untuk mengeksplorasi ketentuan
hukum yang berlaku dan realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris
merupakan suatu bentuk penelitian hukum yang meneliti penerapan atau implementasi
ketentuan hukum normatif secara praktis dalam setiap peristiwa hukum tertentu di
masyarakat. Pengumpulan data primer di lapangan dilaksanakan setelah penelitian data
sekunder, sebagai bagian dari pendekatan yuridis empiris dalam metodologi penelitian
ini. Landasan teoritis dari para ahli dan panduan resmi seperti undang-undang dan
peraturan merupakan data sekunder., metode penelitian lapangan dengan wawancara
digunakan untuk menghimpun data primer.

Diuraikan peraturan perundang-undangan yang bersifat deskriptif dan relevan
dengan permasalahan yang diangkat, beserta kaitannya dengan teori hukum dan proses
pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang positif. Pembahasan yang
menyeluruh, metodis, dan komprehensif terhadap permasalahan yang diangkat menjadi
fokus utama penelitian ini. Data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat,
khususnya mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, guna mencapai
keberhasilan dan keampuhan penelitian. Sumber data dipilih dan diwawancarai untuk
mengumpulkan informasi primer. Untuk memahami sikap, cara pandang, perasaan, dan
perilaku individu atau kelompok, digunakan wawancara terbuka dalam analisis
kualitatif sebagai metode analisis. Setelah pengumpulan data, dilakukan kompilasi dan
analisis sistematis dengan menggunakan teori-teori terkait yang berkaitan dengan subjek
yang diselidiki (Soekanto, 2014).
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C.HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Mahasiswa Baru di Kampus

Penganiayaan dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di lingkungan
pendidikan (Susanto et al., 2023). Media, termasuk radio, televisi, dan media sosial,
sering menyoroti berita mengenai kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap
mahasiswa tahun pertama di perguruan tinggi, sebuah tren yang semakin umum.
Setiap kali mahasiswa baru diterima di suatu universitas, episode ini sering kali
terjadi dalam rangka pengenalan budaya akademik (Putra, 2023).

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan
mencakup berbagai perilaku yang merugikan kesejahteraan fisik atau mental
seseorang. Tindakan ini dapat melibatkan kekerasan fisik maupun ancaman yang
dapat menyebabkan trauma psikologis. KUHP memberikan landasan hukum dengan
batasan dan sanksi untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah
penyalahgunaan kekuatan terhadap sesama (Qodri et al., 2023).

Di Yogyakarta, pada Januari 2017, kekerasan dalam kegiatan "mapala"
menyebabkan tiga kematian dan sejumlah luka. Sebuah video viral pada tahun 2007
menunjukkan mahasiswa senior IPDN menyebabkan kematian tragis seorang
mahasiswa junior. Pelecehan seksual dapat mencakup berbagai tindakan, seperti
bersiul jahat, mengejek, mengucapkan Kkata-kata bernuansa seksual, humor
pornografi, mencubit, menyodok, membelai, atau menyentuh bagian tubuh tertentu,
gerakan tubuh seksual, mengajak seseorang berkencan dengan ancaman atau janji,
atau bahkan pemerkosaan (K. I. Sari et al., 2023).

Faktor penyebab kekerasan seksual di Perguruan Tinggi mencakup budaya
patriarki, relasi kuasa, dan budaya victim-blaming. Respons kampus terhadap
kekerasan seksual bervariasi; ada yang cepat merespon dengan peraturan
pencegahan, sementara yang lain diam demi menjaga reputasi. Pemerintah
mendorong regulasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pembentukan
Satuan Tugas (Satgas) di kampus diharapkan dapat memberikan perlindungan dan
keadilan bagi korban, terutama dalam kegiatan Orientasi Belajar dan Pengenalan
Sekolah (OSPEK), dengan harapan mengurangi insiden kekerasan di perguruan
tinggi (Rohima et al., 2023).

Meskipun pendidikan tinggi bertujuan memberikan lingkungan yang aman bagi
mahasiswa baru, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Kasus-kasus
tragis sebelumnya, seperti kekerasan fisik dan pelecehan seksual (Prayoga et al.,
2022), menunjukkan perlunya respons yang cepat dan tegas dari pihak kampus.
Tidak hanya itu, isu-isu terkait ketidaksetaraan gender, budaya patriarki, dan victim-
blaming juga menambah kompleksitas dalam menciptakan lingkungan bebas
kekerasan. Perlunya upaya serius dan komprehensif dalam penanganan dan
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pencegahan kekerasan di pendidikan tinggi sangat penting agar mahasiswa baru
merasa aman selama masa studi mereka (Saefudin et al., 2023).

2. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Konteks Hak Asasi Manusia

Penganiayaan dalam hak asasi manusia mencakup tindakan penyiksaan untuk
menghukum, mengintimidasi, atau mendapatkan informasi, yang dilarang oleh
Deklarasi tahun 1975. Penyiksaan melibatkan serangan fisik, seksual, dan psikologis,
serta dianggap sebagai pelanggaran hukum yang tidak dapat dibenarkan (Herdiana,
2023). Meskipun definisi perlakuan kejam tidak spesifik dalam perjanjian
internasional, larangan ini bertujuan melindungi integritas fisik dan mental individu.
Hak kebebasan dari penyiksaan juga dijamin oleh Kkonstitusi, sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (Tantri, 2021).

Terkait hak asasi manusia, upaya pencegahan, dan penegakan hukum terhadap
penyiksaan, pengakuan hak untuk bebas dari penyiksaan melalui UU No. 39/1999
dan UU No. 26/2000 menunjukkan komitmen negara untuk melindungi warganya
dari perlakuan kejam tersebut. Meskipun terdapat ketidaksempurnaan dalam
perlindungan hukum terhadap tindakan penyiksaan oleh masyarakat sipil, UU
Pengadilan HAM memberikan langkah konkret dalam memberantas penyiksaan,
meskipun terdapat perbedaan definisi dengan UNCAT. Penegakan hukuman
terhadap pelaku penyiksaan, baik yang berasal dari pejabat publik maupun
masyarakat sipil, diakui sebagai langkah penting untuk menjaga hak asasi manusia di
Indonesia (Ashari & Idzhar, 2023).

Selain dianggap sebagai tindak pidana, penganiayaan juga dianggap sebagai
pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan dari penjatuhan hukuman penjara adalah
untuk membantu pelaku mengevaluasi kesalahannya dan mendapatkan kembali
kesadarannya. Evaluasi terhadap perilaku yang tidak pantas melibatkan sejumlah
sudut pandang, termasuk normatif, psikologis, dan social (Pole et al., 2023).
Pendekatan psikologi positif menyoroti pengelolaan pikiran dan perasaan negatif
sebagai langkah awal yang diperlukan menuju perbaikan diri dan pengembangan
karakter yang taat hukum. Hal ini menunjukkan perlunya mengadopsi strategi
komprehensif untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia.

Tindak pidana penganiayaan terhadap mahasiswa baru di kampus melibatkan
analisis faktor pemicu dan dampak psikologis, serta perlu dievaluasi dari perspektif
Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum pidana Islam. Penyelesaian kasus ini
membutuhkan peran hukum nasional, pelibatan otoritas hukum, dan alternatif
penyelesaian damai. Rekomendasi penting termasuk penguatan kebijakan kampus,
partisipasi aktif mahasiswa, dan peningkatan kesadaran hukum untuk menciptakan
lingkungan kampus yang aman. Kesimpulan menegaskan perlunya kerjasama lintas
sektoral dan kesadaran bersama untuk menyelesaikan masalah penganiayaan
terhadap mahasiswa baru di kampus.
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3. Tindak Pidana Penganiayaan di Tinjau Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam memiliki definisi sendiri mengenai penganiayaan, meliputi
tindakan kekerasan fisik atau psikologis terhadap individu. Hukuman yang
diberlakukan menjadi bagian integral dari sistem ini, dengan tujuan mendidik pelaku
dan melindungi hak-hak individu. Dalam konteks hukum Islam, penganiayaan atau
yang disebut sebagai Jinayah, adalah perbuatan yang disengaja yang membuat
korbannya terluka atau cacat. Bab atau buku khusus dalam hukum Islam membahas
pelanggaran ini, bersama dengan kejahatan lain seperti perampokan, pencurian,
prostitusi, pembunuhan, dan pelanggaran lainnya (Panjaitan, 2022).

Jinayah, istilah yang merujuk pada pelukaan atau luka-luka pada tubuh
seseorang, memiliki makna luas dalam yurisprudensi hukum. Dalam ranah ini, frasa
tersebut mencakup perbuatan yang menyebabkan luka fisik, mengakhiri hidup
dengan atau tanpa luka, seperti keracunan, atau mengakibatkan cacat tubuh seperti
kebutaan atau tuli. Dalam konteks Jinayah, perspektif agama, khususnya Islam,
memainkan peran penting. Tindak pidana penganiayaan dianggap melanggar prinsip-
prinsip moral dan etika Islam, serta merugikan hak-hak individu yang dijamin dalam
ajaran agama (Basanti et al., 2023).

Hukum Pidana Islam menempatkan tanggung jawab kolektif pada masyarakat,
termasuk otoritas kampus, untuk mencegah dan menghukum pelaku kekerasan
(Sukirman et al., 2023). Pemberlakuan sanksi diharapkan bukan hanya sebagai
pemenuhan keadilan, tetapi juga sebagai upaya menciptakan lingkungan yang aman
dan mendukung. Selain hukuman, pendekatan restoratif juga menjadi pertimbangan
dalam Hukum Pidana Islam (Sudrajat et al., 2023).

Upaya untuk mendamaikan antara pelaku dan korban, serta mengembalikan
harmoni dalam masyarakat, merupakan bagian integral dari konsep Jinayah. Dalam
perspektif Hukum Pidana Islam, pendidikan karakter dan pencegahan tindak pidana
penganiayaan menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat, khususnya mahasiswa di
lingkungan kampus, diharapkan memahami nilai-nilai Islam yang mendorong
keadilan dan keberanian untuk melindungi sesama. Dengan meninjau tindak pidana
penganiayaan dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, kita dapat mendapatkan
wawasan lebih dalam tentang bagaimana ajaran agama dapat membentuk pandangan
dan tindakan terhadap kasus-kasus semacam ini.

Dalam literatur figih jinayah, terdapat dua Kklasifikasi untuk tindak pidana
penganiayaan:

a. Penganiayaan dengan dampak kematian: Melibatkan tindakan yang
menyebabkan kematian, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.
Pembahasan mencakup tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang.

b. Penganiayaan tanpa dampak kematian: Merujuk kepada kejahatan yang
menyerang fisik seseorang tetapi tidak menyebabkan kematian. Dapat dilakukan
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dengan sengaja atau tidak sengaja, melibatkan tindakan yang merugikan fisik
seseorang tanpa mengakibatkan kematian.

Berdasarkan unsur kesengajaan, tindak pidana penganiayaan dibedakan menjadi

dua, yaitu:

a.

Penganiayaan yang Disengaja: Mencakup tindakan apa pun yang pelakunya
dengan sengaja melanggar hukum dengan tujuan menimbulkan kerugian pada
orang lain.

Penganiayaan yang Tidak Disengaja: Mengenai perbedaan antara penganiayaan
yang disengaja dan tidak disengaja, para ahli hukum masih memiliki pandangan
yang berbeda. Beberapa akademisi, seperti kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah,
berpendapat bahwa ada kategori ketiga, yaitu syibhul dan/atau disamakan
dengan kesengajaan.

Jika dilihat dari obyek atau sasarannya, terdapat lima unsur yang berbeda dalam

suatu tindak pidana penganiayaan, baik dilakukan secara sadar atau tidak, yaitu (L. F.
Sari, 2020):

a.

Penyalahgunaan anggota tubuh dan sejenisnya: Melibatkan melukai bagian
tubuh atau bagian yang menyerupainya, seperti memotong atau melukai tangan,
kaki, jari tangan, kuku, hidung, buah zakar, telinga, bibir, mencungkil mata,
mencabut gigi, dan memotong rambut, alis, bulu mata, janggut, kumis, bibir
kemaluan wanita, dan lidah.

Menghilangkan keunggulan suatu bagian tubuh sementara tipenya tidak
terpengaruh: Merupakan cara untuk menghilangkan keunggulan suatu bagian
tubuh tanpa mempengaruhi tipe bagian tubuh tersebut.

Asy-Syajaj: Adalah luka khusus pada kepala dan wajah, terutama pada titik-titik
seperti dahi. Menurut Imam Abu Hanifah, syajaj adalah luka pada wajah dan
kepala, khususnya pada tulang; Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa
syajaj sama sekali tidak membahayakan kepala dan wajah.

Al-Jirah: Melibatkan bagian tubuh yang terluka selain wajah, kepala, dan atraks.
Terdapat luka di bagian leher, dada, perut, dan pinggul di Jirah.

Kegiatan Lainnya: Termasuk pelanggaran atau penyakit yang tidak merugikan
athraf atau menghilangkan manfaatnya, juga tidak mengakibatkan prestasi syajaj
atau jirah.

Hukuman dalam Islam terkait penganiayaan dibagi menjadi gisas (pembalasan

setimpal) dan diyat (komposisi denda). Qisas melibatkan pembalasan fisik sesuai
dengan cedera yang disebabkan, sementara diyat adalah denda finansial sebagai
pengganti gisas. Hukuman diyat berlaku untuk penganiayaan yang disengaja dan bisa
menjadi hukuman pokok atau pengganti qisas. Tingkat keparahan luka juga
menentukan besaran diyat, seperti luka berat dan luka ringan. Selain itu, terdapat
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konsep ta'zir sebagai sanksi penjara atau cambuk untuk pelanggaran tertentu.
Pentingnya mengikuti prinsip-prinsip Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad dalam
menjalankan keadilan ditekankan, dengan tujuan mewujudkan keadilan dan
memberikan kerangka bagi proses hukum yang adil.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan
Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual, diharapkan dapat menjadi langkah progresif dan komprehensif dalam
menanggulangi tingginya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Peraturan ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi mahasiswa
dari segala bentuk kekerasan seksual dan sekaligus memberikan sinyal positif
terhadap upaya menjaga keamanan dan kesejahteraan mahasiswa di lembaga
pendidikan tinggi. Dengan demikian, peraturan tersebut tidak hanya mencerminkan
komitmen terhadap keadilan dan hak asasi manusia, tetapi juga mendorong
terciptanya lingkungan akademis yang aman, inklusif, dan bebas dari ancaman
kekerasan seksual (Putratama et al., 2022).

D. SIMPULAN

Penganiayaan terhadap mahasiswa baru di kampus bukan hanya menjadi
permasalahan serius tetapi juga memerlukan perhatian serius dalam perspektif Hukum
Pidana Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan keadilan sosial. Kasus-kasus kekerasan
fisik, intimidasi, dan pelecehan verbal terhadap mahasiswa baru tidak hanya merugikan
korban langsung, tetapi juga menciptakan lingkungan kampus yang tidak kondusif
untuk perkembangan akademis dan pribadi mahasiswa. Pencegahan penganiayaan
menjadi tanggung jawab moral yang sejalan dengan prinsip nilai kemanusiaan dan
hukum yang dijunjung tinggi oleh lembaga pendidikan. Oleh karena itu, langkah-
langkah pencegahan seperti melarang kegiatan orientasi studi yang bersifat merugikan,
memberlakukan pemantauan ketat, sanksi akademik, dan pendidikan karakter perlu
diimplementasikan secara efektif untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, klasifikasi tindak pidana penganiayaan
menjadi penting, dan penegakan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesengajaan dan
dampak tindakan tersebut merupakan bagian integral dari keadilan Islam. Implementasi
pendidikan karakter dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi menjadi kunci untuk
mencegah tindakan kekerasan di lingkungan kampus. Saran yang diberikan meliputi
penguatan kebijakan kampus, implementasi pendidikan karakter, partisipasi aktif
mahasiswa, penerapan sanksi yang proporsional, dan kerjasama lintas sektoral.
Harapannya, dengan langkah-langkah ini, dapat diciptakan lingkungan kampus yang
aman, inklusif, dan mendukung perkembangan akademis serta pribadi mahasiswa.
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